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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

dalam bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa upaya perlindungan 

hukum yang dapat ditempuh pihak peminjam sebagai korban akibat 

penyebaran data pribadi yang dilakukan oleh pengelola aplikasi pinjaman 

online yang berstatus ilegal yaitu upaya hukum non-yudisial (di luar 

peradilan) dan upaya hukum yudisial (peradilan) dengan mengajukan 

laporan ke kepolisian. Upaya hukum non-yudisial atau di luar pengadilan 

dapat dilakukan dengan cara pengaduan kepada pengawas di bidang jasa 

keuangan yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atau pengaduan kepada 

Kominfo yang akan ditindaklanjuti Kominfo bersama Satgas Waspada 

Investasi. Upaya hukum yudisial atau peradilan dapat dilakukan dengan 

mengajukan laporan ke kepolisian yang akan ditindaklanjuti pihak 

kepolisian. Upaya hukum ini diajukan setelah pelanggaran terjadi dengan 

maksud untuk mengembalikan atau memulihkan keadaan.  

 
B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan 

saran agar pengaduan yang ditujukan kepada pengawas di bidang jasa 

keuangan atau kepada Satgas Waspada Investasi agar lebih reponsif dalam 

penanganan pengaduan konsumen, sehingga layanan pinjaman online ilegal 

dapat segera diblokir dan tidak beroperasi lagi. Untuk upaya hukum 

peradilan semoga pelaku mendapatkan sanksi pidana yang sesuai agar para 

pelaku dari aplikasi pinjaman online yang berstatus ilegal bisa jera dan 

layanan aplikasi pinjaman online yang berstatus ilegal dapat berkurang.  
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